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Astrak:
Tulisan ini membahas mengenai hukum J.w keadiJan.
Masalah yang dikaji adalah "bagaimana hukum dan
keadilan dapat ditegakkan dan penyebab terpuruknya
hukum di Indonesia. Dalam upaya mernberantas
korupsi, kejaksaan ditunrut bersikap adil dan ridak
diskriminatif Penulis memandang .bahwa proses
penegakan hukum di Indonesia akan semakin membaik
di tahun-tahun mendatang dan dapat menjadikan negara
ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang
paling penting adaJah keinginan pemerintah unruk
menegakkan hUh'UIl1bukan hanya sekedar wacana tetapi
diwujudkan dalam benruk aaion.
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LAW AND JUSTICE

Sriwati Sakkirang

Abstract: This article discusses about Law and justice. It
discusses about [0 what extent law and i,,'!'oce can be
impJememed and the cause of law's cors-ealment in
I ndonesia. J n figh ring against corruption, the legal
representative is demanded to be consistent so that
there will be no discriminative nuance in a case. The
proce s of Jaw implementation in Indonesia in 2009 will
be faster that can lead this country clean from
corruption. Considering the potential better law
implementation in the near future, the gO\'ernment
should act Out in implementing the law instead of just
talk in discourse level.

,

Keywords: law, justice

• I f 11

.. ,.

1/

• r

SHAUJUT TARBl-YAH Ed. 21. TIt XlV. September 2008 135



Pendabuluan
Hukum adalah aturan yang bersifat mengikar varru arurao

normant yang mengharuskan perilaku tertenru dengan
menghubungkan perilaku tersebut dengan periJaku sebaliknya dalam
sisrim aturan tertentu yang diorganisasi secara sosial.

Selanjutnva apabila suatu atruran sosial memerinrahkan suaru
perilaku yang dianjurkan oleh aruran moral, maka aruran tersebur
bukanlah hukum karena aruran iru tidak adi1.

Hukum bisa ditetapkan sebagi bagian dan moral serta
mengidentifikasikan hukum scrta keadilan, bahwa hukurniru pada
hakikatnya moral, tidak berarti bahwa hukum rnernpunyai isi tertentu,
tempi maksudnya hukum sebagai norma yakni norma sosial dan orang
seharusnva berperilaku rertenru sesuai dengan norma tersebur.

jadi dalarn pengertian relatif seriap hukum adalah moral.
Bahwa hukum itu merupakan norma, merupakao nilai-nilai legal,
sehingga hanya berarti bahwa hukum itu adalah norma. hukum haws
bermoral, yakni adil bahwa pembentukan hukurn posiuf harus sesuai
dengan salah saru sistern moral spesifik dan atau berbagai sistern
moral yang ada.

Bahwa pembenrukan hukum positif harus sesuai dengan
sisrem moral larnnya. Bahwa keadilan iru relarif, tidak rnutlak 5<::hingga
nilar-nilai yang rercanrum dalarn peraturan yang mernuar norma-
norma ndak dapar bebas dan kemungkinan adanya nilai-nilai yang
berlawanan.

Ideologi Penegak Hukum
Penanggulangan korupsi senantiasa berkorelasi dengan

variable ideologi penegak hukum (polisi, advokat, [aksa, dan hakirn).
Dalam rnenegakkan hukum aras koruptor, para penegak hukum selalu
dihadapkan pilihan nilai kebenaran hukum dan keadilan.

Pada hakikatnya, tujuan utama profesionaJ penegak hukum
bersifat alrruisrik, ridak individualistis atau egoistik. Sebagai aparat
negara, dasar kewenangan hukumnya berasal dari kedaulatan rakyat.
Maka, rnasyarakar berhak mengevaluasi kualitas kornitmen,
menggugar, rnengonrrol dan mcmberi respoOns tingkah laku yang
rerkait tingkah laku hukum (legal behaviour) dan tingkah laku disidang
pengadilan (courtroom behaviour) para penegak hukum.

Ihwal korupsi, control dan respon terhadap penegak hukum
bisa berupa respek sosial, aprcsiasi kewibawaan moral, penghargaan
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slmbolik, dan Iarnnya Respons negative berupa sanksi moral,
~ckt:ce\\'aan sosial, ~ramn hukurn, dan lainnya, Bagi Michael I Reed,
ldcoJogy profesionalisme dilihat sebagai pemberi jalan untuk strategi
dan benruk profesronalisme.

Pcmbcrantasan Korupsi
Dalam pemberanrasan korupsi, ideologi penegak hukum yang

harus diandalkan adalah preferensi aksiologis (pilihan nilai) rerbaik
yang \\ ajib cLperranggung jawabkan kepada kebenaran ilrnu, nurani,
L"tIIIIII/OII sense, dan rasa keadilan masvarakar.

IdeoloW penegak huku~ rnerupakan perangkat lunak
pencgakan hukum. Hi~ awal 2006, gambar Indonesia dalam allgle
korupsi rnasih buram. Potrer mengerikan korupsi di Indonesia tidak
'epas dnri ideologi penegak hukumnya.

Dalam kunjungan ke Mahkamah Agung, Presiden Susilo
l3ambang Yudhoyono mengajak hakim dan pejabat oegara bersinerji
melawan, mematahkan mites dan persepsi, seluruh sistem negara
Indone~Ja, termasuk lembaga peradilan, rusak dan korup.1. Ajakan itu
rnenunnn sistern hukum bersukma kcadilan dan berspirit kcrakyatan
serm sisrern penegakan hukum yang egaliter.

Unruk meraih impian presiden, penegasan ideologi penegak
hukum dalarn rnelawan korupsi dapat dilakukan ranpa meounggu
proses lama. Lihar rnisalnya ketegasan sanksi hukum di China, sikap
klJJ)'Ir dJ Filipina yang rnemiliki kornitmen yang kuar untuk melacak
harra negara ~'ang dikorup mantan Presiden Marcos.

Pemberanrasan korupsi menunrut perjuangan dan komitmen
altruistik terhadap nasib rakyar yang rnenderita, martaqbar bangsa
yang merosor akibar predikar negara terkorup, kembalinya uang
~cgara yang dicuri korupror, citra kepala negara atau pejabat dalam
torum inrernasjonal, serta ranggung jawab terhadap generasi bangsa di
masaa daring. Korupsi rnerupakan kejahatan dari kejaharan yang selalu
dan rcrus mcnggerogoti anyaman peradaban bangs a dan membuat
martabat neg-am terpuruk di mata internasional.

Pcnataan ldeologi
Korupsj dj Indonesia sudah dalam stadium extra ordinary crimes.

Lpara pemberantasan dengan penataan pilihan-pilihan nilai dari para

I \nlC.JIO \k(Nar~. "Id(:oll>gi Pc:n~lk Hukurn", KblllpafOum'at, 20J:lIluan 2006). h. g_
J...Ull1r·I~. 21 D~~t:mlx'r 2INIS.
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penegak hukum ditunnrt memiliki kecerdasan moral, kearifan
intelektual, dan kesadaran sprirituaJ dalam menyidik, menuntut, dan
mengadili perkara korupsi, terntama korupsi yang berdimensi politik
dan mendatangkan kerugian besar bagi rakyat secara ekonomis.'

Penataan ideologi penegak hukum menuntut persernaian nilai-
nilai berkelanjutan ill fakultas-fakultas hukum, pendidikan
institusional (organisasi advokat, kejaksaan maupun lembaga
pengadilan). Di negara-negara yang mapan sistem dan lembaga
peradilannya, ada pendidikan lanjut bagi penegak hukum, antara lain
Conlinlling Legal EdJI(ation (CLE) yang meningkatkan kemampuan
teknis penerapan hukum (legal tecbnica] capociry) serra mernberi batu
asah guna mempertajam kepekaan moral dalam menegakkan keadilan.

ldeologi penegak hukum akan tercermin dari pilihan nilai yang
dipakai dalarn menyelesaikan korupsi. Pada saar sama, penegak hukum
akan menggunakan pilihan hukum dan sanksi yang dinilai terap bagi
koruptor.

Di sisi lain, pemberantasan korupsi akan gaga) jika penegakan
hukum yang dilakukan adak mengandung kebenaran dan keadilan
bagi rakyat, atau jika ideologi para penegak hukum tidak memiliki nilai
dan bias nurani yang menimbulkan derita rakyat.

Ideologi penegak hukum senantiasa berinteraksi dengan watak
dan sisrern penerapan hukum. Dalam keadaan paling buruk, penegak
hukum yang memiliki mtegriras kepribadian dan ideologi hukum yang
benar, akan menjatuhkan pilihan hukum yang berkualitas SJlnlnlJ/I"

bomo» atau pilihan terbaik.

Korupsi Dan Keadilan
Di sini kita bukan hanya bicara pOlnr tends 10 corrupt, tempi

bahwa tatanan nilai yang tergelar merupakan produk lingkungan dan
jejaring sosial yang sudah terdegradasi. Dengan dernikian, korupsi lalu
menjadi konsekuensi yang niscaya, bahkan justeru solusi bagi sebuah
keterpaksaan sosial.

Paradigms berpikir sernacarn inilah yang memungkinkan
koruptor juga bisa dilihat sebagai korban. Korupsi, kolusi, dan
nepocisme (KK: ) lalu dianggap bagian naluri dasar setiap manusia,
dank arena itu lantas bisa dianggap kewajaran sosial yang dapat
diterirna, lalu mernbuat para koruptor lebih "berprestasi", mernbuat
korupsi menjadi produktif bagi kemajuan bangsa dan negara.

IDu(.hano Danuiaya, "Korupc, dan Keadilan", I\olllptlJ, (Sabtu 26 l\.O\crnber 2005). h. 9.
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Betapapun banyak penelitian yang disebut-sebut melihat
korelasi positif korupsi, termasuk eli Indonesia, tetapi tetap saja
pernyaraan seperti ini lebih terasa provokatif ketimbang argumentatif.
Kiranya, pernyataan ini lebih semacam pancingan, Semacam ajakan
berdebar, apakah konsekuensi pragmatik dapar dijadikan legitimasi
politik bagi korupsi

Penyalahgunaao dan Keadilan
Setidaknya, ada persoaJan paracligmatik yang tak uruh digelar di

situ sehingga menerbitkan kekisruhan pragmatis semacam ini. Korupsi
memang pertama-tama adalah masalah penyalabgunaan wewenang.
Kalau kita rerus menyangka bahwa korupsi sekedar masalah
penyelewengan nilai-nilai moral dan agama, kita takkan pemah
berjumpa dengan Indonesia nirkorupsi dalam hidup kita. Bahwasanya
kita sudah menghabiskan bertrilliun rupiah unruk penataran P4, dan
bahkan sam dan sedikit negara modem yang punya pelajarao agarria
dad SD sampai universitas, terapi retap terus juara dalarn peringkat
korupsi amamegara, semestinya membeliakkan mata kita,

Akan terapi, korupsi juga jelas lebih merupakan masalah
keadilan dibandingkan sekadar masalah moral. Penyalahgunaan
wrwenang bcrakibat pada disparitas perlakuan rerhadap para korban
ill hadapan wujud-wujud pengejawantahan kekuasaan. Dalam konreks
ini .eharusnya kira mengingar bahkan jauh sebelum John Rawls
menuJiskan A ThfOry of jNslice (1971), perdebatan dalam pernikiran
politik sudah tak dapat Jagi mengabaikan topik keadilan distributif.
Terrnasuk perdebatan mengenai besaran perno negara dalam
pengejawanrahan dan perwujudannya.

Dalam pengerrian inilah pancingan Radhar, misalnya, bahwa
korupsi jusreru "berbasi! nmWlbah wajab birokrasi opresif dan alienatiJ
'1It1!)(Jdi /f'bib ramab dan 1I101lIlji(1)1i'~ rnenjadi kehilangan pijakan.
Mt:n!,riJlgat tak semua "duli" dihadapan kuasa mampu dan mau
m(.nyuap, pertanyaannya lalu birokrasi tersebut ramah dan manusiawi
kepada siapa?

Sebagai rnisal, seperri banyak keluhan pada pengurusan KTP
Jan $1~1,kiranya juga segala jenis perizinan di negari ini, birokrasi
justeru menjadi eksrra jelimet, be rtele-tele, dan menyulitkan bagi
mereka yang rak bersedia menyuap atau melalui jalur kbusus. Korupsi
dengan dernikian [usreru mengakibatkan atau sekurangnya
rnelesrarikan relasi kuasa yang ridak sehar karena membuka peluang
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dispariras perlakuan; menciptakan ketidaksetaraan. Bahkan, bisa
menciptakan relasi kuasa duli dihadapan tuanku karena aturan main
legal lalu disingkirkan aruran main baru yang siruasional, sernau sang
pemangku wewenang.

Korupsi juga jelas lebih rnerupakan masalah keadilan
dibandingkan sekadar rnasalah moral. Dalam hal ini, kiranya masuk
aka! kalau ditandaskan bahwa keridaksetaraan sosial dan ekonomi
hanva bisa diterima jika menyangkut jabatan atau instansi yang lebih
dahulu harus dikondisikan terbuka bagi segenap pihak dengan
kesetaraan kesempatan yang adil. Seperti prinsip perbedaan (The
Differel/c( Prindple) Rawls, kaJaupun terjadi disparitas perlakuan hanya
dan baru adil jika justeru menguntungkan rnereka yang tercecer Oohn
Rawls: 2000). Sebuah prinsip yang mendasari model kebijakan yang
kira kenal sebagai affirmative action. .

jelaslah, tindak KKN ridak pemah menguntungkan mereka
yang rercecer, baik dalam am nirkuasa maupun nirharta. Bahkan,
sebaliknya justeru mengunrungkan mereka yang kuasa dan kava
karena lebih mampu menyuap atau memiliki akses pad a jejaring kuasa.
Dalarn pengertian inilah, kalaupun korupsi lebih dianggap sebagai
akses sebuah wujud kegiaran poliutik yang memang disadari penuh
kororan karena nangkring di atas ranah sosial-politik, retaplah dengan
sendirinya kehilangan legitimasipolitiknya karena tidak mencerminkan
keadilan disrriburive."

Konsekuensi pragmatis tak pemah mernadai unruk menjadi
legitirnasi politik bagi korupsi karena masih retap menyisakan
persoalan disparitas perlakuan. Korupsi bahkan tak pernah mungkin
legitimit secara politik karena akan senanciasa bertabrakan dengan
prinsip-prinsip keadilan distributif

Venalitas dan Harga Sebuah Keadilan
Kasus pemerasan oleh penegak hukurn menunjukkan jalan

mewujudkan keadilan di negeri ini semakin terjal. Terungkapnya
beberapa kasus pemerasan memperjelas fakra, keadilan dalam proses
peradilan ada harganya. Dalam menjalankan rugasnya, aparat penegak
hukurn tidak selalu bisa berperan sebagai penegak keadilan. Reformasi
peradilan berhadapan dengan oporrunisme aparat.

4Adi Prinanryo, "Kepasrian llukum di Indonesia", J(ompos (Sabre, 26 November 2005).
h.8
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Penlaku "rnemeras" sering diidenrikkan preman. Polisi, jaksa,
hakirn, dan pengacara sebagai pilar keadilan rnasyarakar sering
bertindak rnelampaui batas-batas kemanusiaannya,

GejaJa venalitas
.ccara sosiologis, venalitas (I'tIlo/i!]) me .unjuk keadaan eli

mana-mana uang bisa digunakan unruk membayar hal-hal yang seeara
hakiki tidak bisa dibeli dengan uang (Kleden,2004).

Hukum dan keadilan bisa dihargai denagn uang. Seberapa
besar uang yang dirukarkan dengan keadilan mernpengaruhi seberapa
besar keadilan didapar.Para pencari keadilan akan sulir mendapat
jaminan hukum yang adil bila daJam saar yang sama tidak memiliki
uang sebagai alar rukar.

Kini kira ada dalam gejaJa venaliras cukup parah. Politik,
birokrasi, jabaran, dan moralitas dihargai dengan uang. Materialisme
menjangkJ[j semua ranah kehidupan dan menembus segala haJ yang
dulu diperca yai tidak bisa dibeli dengan uang.

Dalarn masyarakat sendiri laJu lahir kata-kata, apa sih yang
ridak bisa dilakukan dengan uang? Masyarakat rahu, berapa "harga
keadilan" bagi pelanggar laJu litas, mating ayam, peogedar narkoha,
pemerkosa, hingga koruptor.

Inilah rantangan terbeasr reformasi peradilan dan sistem
hukum kira. GejaJa venalitas sudah menjadi perilaku kehidupan yang
sedikir demi sedikir mulai dianggap biasa. S

Imunitas hukum
Gcjala venalitas melahirkan ironi pada hukum kita, yang sering

disebur imuniras (ill/llni!!). Seseorang akan rnerasa kebal hukum bila
memiiiki kekuasaan unruk rnebelinya. Segala sanksi atas pelanggaran
hukum bisa dibeli karena sudah ada harganya.

Keadilan menjadi barang dagangan, dipajang di ''IJlj>ermttrfat
bllkJtn/'~ Pam peneari keadilan yang tidak memiliki kekuatan unruk
membeh hukum akan menjadi korban. DaJam rradisi hukum ini,
~cseorang akan melakukan segaJa cara untuk bisa mendapatkan
imurutas dan membeli sanksi atas pelanggaran.

Para penguasa negeri ini sering berlornba meneari ifnunitas
karena merasa dirinya rnemiliki kekuatan untuk berbuar segala

Slknn)" Suseryo, "Venalitas dan Harg:l Sebuah Keadilan", Kmwptu (Rnbu., 18 Jaouari
20(6), h. 10.
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sesuatu. Mengingat politik sering bediri eli atas segaJa keputusan
hukum, maka hukum tidak bisa berada dalam zona nettal. Tenru saja,
karena di sana terdapat perrukaran kepentingan.

KekebaJan atas hukum melahirkan kekebalan yang amat
rnenyebalkan. Praktik hukum tak ubahnya orang membelah bamboo,
injak yang bawah dan selarnatkan yang atas.Para mafia dan "pialang
keadilan" rnondar-mandir mencari mangsa.

Reformasi peradilan
Kini mara kim membelalak. Jual beli perkara sudah merupakan

fakta sosial dan hukum yang dihadapi dalam refomasi peradilan.
Dalam kondisi demikian, mengembalikan wibawa hukum

ridak bisa hanya dengan mengganti aparatur. Jauh lebih mendasar
adalah menegasikan semua budaya venalitas dan upaya imuniras yang
dilakukan segelinrir orang eli negeri ini,

Dalam sis tern hukum yang sehat akan rerdapat penegak
hukum yang sehat pula. Dalam sanubari penegak hukum yang sehar
juga ada [rwa keadilan yang sehat. Akhirnya, rujuan hukum adaJah
unruk menciprakan kemakmuran. Kernakmuran akan rercipta hila ada
keadilan.

Mengadili siapapun yang bersalah sesuai hukum merupakan
langkah awal yang harus dirempuh agar tidak ada lagi orang yang
mempercayai factor imunitas. Menghargai fungsi, peran dan jari diri
yang dimiliki aparar hukum adalah cara utama unruk kern bali
menegakkan supremasi keadilan dan mengenyahkan moral venalitas
dalam hukum kita.

Sernua orang bisa dikenai sanksi karena sama dimata hukum.
Dengan demikian, reformasi peradiJan dan tata hukum kita
mernerlukan Jangkah rnendasar dan super-kompleks. Langkah inilah
yang ditunggu-runggu rnasyarakat agar "keadilan" dikernbalikan pada
fungsinya secara hakiki. PerJu revolusi kesadaran bagi semua elemen
bangsa agar keadilan bisa diregakkan. (,

Penutup
Memang benar hukum sekarang eli Indonesia tidak lagi

berfungsi sebagai social engineering, Hukum tidak lagi diletakkan
dalarn posisi dimuliakan, tetapi acap kali digunakan sebagai alar
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kejahatan acau di istilahkan iI1JII asa a tool of crime, kedengarannya aneh
dan jan~ tetapi ituIah kenyataannya.

Kepastian bukum hanya dibuat untuk dalih meraih
keunruogan sepihak. Yang dikat2kan "demi kepastian bulrum" sering
hanya retorika untuk membela kepentingan pibak rertentu, Akhirnya,
proses hukum diluar dan didalam peogadilan menjadi eksklusif milik
orang tertentu yang berkecimpung dalam proreei hukum. Proses
hukum rnenjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. Siapa yang
Iebih pandai menggunakan bukum abo keluar sebagai pemenang
dalam berperkara. Bahkan, advokat dapat membangun konstruksi.
hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya
sehingga kliennya meraih kemenangan tanpa melalui pangadilan.

Kalau kita ingin manguraikan mafia peradilan secara obyektif
sebenamya hams diJihat dari integrated criHlinal.ftatict yang terdiri dari
polisi, jaksa, panitera, hakim, Jembaga pemasyarakatanj, dan tentu saja
pengacara. Disetiap lini maupun iastitusi yang sara sebut selalu saja
ada oknum yang menyimpang. Terjacli semacam hubungan palrondient
dan interaksi yang saling menguntungkan diantara mereka.

Kepastian hukum tidak bisa dilepaskan dari formalisme
hukum. Formalisme hukum amat mempengarubi pemahaman hukum
administtasi praktis masalah keadilan. Keprihatinan utamanya
difokuskan pada bentuk luar hukurn, artinya hanya sejauh hukum
tenulis secara harfiah. Lalu kurang memerhatikan jiwa atau substansi
hukum. Akibamya, ada kecenderungan menafsirkan bukum sebagai
sjstem terturup sehingga penafsiran seakan meJulu masalah intern
bidang hukum.

Tidak adanya keteladanan pejabar penegak hukum, menjadi
penyebab rerjadinya penyalahgunaan wewenang. Jib kita mengamati
proses penegakan hukum tergoJong inrens memang, baik dari sisi
krimmoJogi maupun sosiologi hukum. Kemantapan penegakah
hukum dan keadilan akan rercipra jib aparat penegak hukum disegala
lini bersih .•
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